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PALU, MERCUSUAR - Lagi-lgi, isu perubahan
anggaran secara sepihak, kembali merebak di
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Jika
sebelumnya angga- i
ran - Rumah Sakit
Undata yang diper-
soalkan, kini angga-
ran Dinas Pemuda dan
Obhraga (Dispora).

Sekretaris Komisi
IV, Moh = Ilham
Chandra llyas,
mengaku dihubungi
pejabat di-Dispora yang menyatakan
anggaran Rp200- juta untuk instansinya
hilang dari APBD Perubahan 2011.

“Anggaran Dispora itu ccma ditambah Rp200
juta. Kalau dipangkas Rp200 juta berarti hilang.
Padahal itu telah disepakati di Banggar, Komisi
dan diparipurnakan,” ujarnya.

Mendapat informasi tersebut, Chandra
langsung mendatangi Bagian Anggaran Biro
Keuangan Setprov Sulteng: Ia ketemu Eda Nur
Elly dan mempertanyakan informasi tersebut. Di
depan Chandra, Eda bersumpah tidak merubah
anggaran dan menyatakan tidakada pemotongan
anggaran Dispora.

“Tadi Ibu Eda bilang tidak ada perubahan. Tapi
ini barusan dari Dispora nelpon lagi, katanya
anggaran berubah. Makanya saya suruh cek
langsung dan di depan Ibu Eda unfuk nelpon
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saya,” katanya.

Setelah beberapa saat hingga waktu salat
dzuhur, Chandra bersama beberapa wartawan
menunggu, tak kunjung ada telpon.

Sebelumnya dalam rapat paripurna RPJMD,
anggota Komisi IV Deprov Amrullah Almahdali,
sempat interupsi dan menyampaikan dugaan
adanya mafia anggaran sebagaimana kasus yang
melilit DPR RI. Hal itu diindikasikan adanya
perubahan APBD yang tidak diketahui seluruh
anggota Deprov dan hanya diputuskan beberapa
oknum anggota saja.

Amrullah juga secara tegas menyebut nama
Eda, pegawai di Biro Keuangan turut bermain.
“Ini banyak anggaran berubah secara sepihak dan
tak melibatkan komisi. Siapa itu Eda yang dise-
belah (kantor Gubernur.Red) yang merubah,”
katanya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ramli Isa Kukuh
juga menyuarakan hal yang sama. Pemprov
Sulteng dianggap inkonsisten terhadap pelak-
sanaan APBD perubahan 2011 karena mengubah
alokasi anggaran secara sepihak tanpa persetu-
juan DPRD, padahal APBD telah ditetapkan.

Ramli menyontohkan alokasi anggaran untuk

RSUD Undata Palu yang sebelumnya telah
dialokasikan sebesar Rp8 miliar diubah kembali
oleh eksekutif menjadi Rp1 miliar.

Hai itu terungkap setelah instansi yang b/er

sangkutan mempertanyakan ke anggota Deprov.
Instansi bersangkutan curiga jika perubahah itu
atas keinginan Deprov. “Jangan-jangan ada udang
di balik batu,” katanya.

Menurut Ramli, keputusan pemerintah daerah
itu bisa berdampak buruk pada pelayanan.rumah
sakit Undata, terutama membiayai bahan habis
pakai, jasa dokter, jasa perawat, obat-oba-tan,
makar.an pasien dan biaya operasional lainnya.

Anggota Badan Anggaran lainnya Mustar

- Labolo mengatakan, perubahan APBD yang

dilakukan sepihak oleh eksekutif merupakan
pelanggaran atas keputusan Deprov.
“Perubahan anggaran yang dilakukan eksekutif
itu tidak pernah dikonsultasikan ke Badan
Anggaran maupun komisi. Mungkin ada tapi hanya
perorang, itu pun sebetulnya tidak boleh,” kata
Mustar. :
Sementara Gubernur Sulteng, Longki
Djanggola menegaskan akan menelusuri dugaan
perubahan anggaran dalam APBD Perubahan

2011. Perubahan tersebut diduga dilakukan se-
cara sepihak oleh oknum tertentu di Biro Keua-
ngan Setdaprov Sulteng, sebagaimana disangka-
kan beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov)
Sulteng. “Saya akan telusuri, karena itu butuh
pembuktian,” ujar Longki, usai mengikuti paripurna
Deprov soal RPJMD, Senin (3/10).

Dihubungi terpisah, Sekretaris Provinsi
(Sekprov) Rajs Lamangkona, yang juga Ketua Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menampik
adanya isu pemangkasan anggaran di dua
instansi itu (Dispora dan Undata).

Memang ia mengakui, beberapa waktu lalu, dirinya
sempat memanggil pihak Undata, meminta penjelasan
terkait besaran anggaran perubahan tahun ini, demi
memastikan apakah anggaran yang dialokasi itu dapat
terserap sesuai target atau tidak.

Karena menurutnya, belajar dari tahun

,sebelum salah satu penyebab disclaimer

diantaranya, rendahnya penyerapan
anggaran kesehatan khusus Jamkesmas.
“Olehnya, sekarang kami lebih hati-hati dan
teliti alokasi anggaran -di setiap SKPD.
Jangan sampai tidak mampu digunakan. Dan
saya tegaskan, tidak ada namanya pangkas



 






